
 

 

 

BUPATI GRESIK 

PROVINSI JAWA TIMUR 

PERATURAN BUPATI GRESIK 

NOMOR   10    TAHUN 2024 

TENTANG 

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI  

NOMOR 26 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN 

KEUANGAN YANG BERSIFAT KHUSUS KEPADA DESA YANG BERSUMBER 

DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

  

BUPATI GRESIK, 

Menimbang  :   a.  bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 98 

ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 

tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 

6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah 

beberapakali terakhir dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 11 Tahun 2019 dan Pemerintah Daerah telah 

menetapkan Peraturan Bupati Gresik Nomor 26 Tahun 

2016 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan 

Yang Bersifat Khusus Kepada Desa Yang Bersumber 

Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah 

sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan 

Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2017; 

b. bahwa dengan mempertimbangkan kondisi keuangan 

daerah, dan untuk memberikan kepastian hukum atas 

pelaksanaan pemberian Bantuan Keuangan yang 

bersifat khusus kepada Desa yang bersumber dari 

Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, maka 

terhadap Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, perlu dilakukan perubahan; 
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c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 

Peraturan Bupati tentang Perubahan Keempat Atas 

Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2016 tentang 

Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Yang Bersifat 

Khusus Kepada Desa Yang Bersumber dari Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah; 

 Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam 

Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, 

Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 

Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang 

Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas 

Wilayah Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah 

Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang 

Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah 

Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa 

Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 

tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar 

Dalam Lingkungan Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa 

Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 

Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 2730); 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah 

beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 

13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801); 
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3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Perubahan 

Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja 

menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 

Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 123 Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana 

telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan 

Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 

2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang 

Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang 

Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum 

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 

Nomor 157); 



- 4 - 
 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

1781); 

10. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 

2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah 

Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik 

Tahun 2016 Nomor 18) sebagaimana telah diubah  

beberapakali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 

8 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan 

Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan 

Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah 

Kabupaten Gresik Tahun 2021 Nomor 24); 

11. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 3 Tahun 

2023 tentang Pengeloalan Keuangan Daerah (Lembaran 

Daerah Kabupaten Gresik Tahun 3 Nomor 2023); 

12. Peraturan Bupati Gresik Nomor 26 Tahun 2016 tentang 

Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Yang Bersifat 

Khusus Kepada Desa Yang Bersumber dari Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah 

Kabupaten Gresik Tahun 2016 Nomor 483) 

sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan 

Peraturan Bupati Gresik Nomor 30 Tahun 2017 tentang 

Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Gresik Nomor 

26 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Bantuan 

Keuangan Yang Bersifat Khusus Kepada Desa Yang 

Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2017 

Nomor 30); 

   

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan  :  PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT 

ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 26 TAHUN 2016 

TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN 

YANG BERSIFAT KHUSUS KEPADA DESA YANG 

BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN 

BELANJA DAERAH. 
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Pasal I 

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Gresik Nomor 26 Tahun 

2016 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Yang 

Bersifat Khusus Kepada Desa Yang Bersumber dari 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah 

Kabupaten Gresik Tahun 2016 Nomor 483) sebagaimana 

telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan 

Bupati Gresik Nomor 30 Tahun 2017 tentang Perubahan 

Ketiga Atas Peraturan Bupati Gresik Nomor 26 Tahun 2016 

tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Yang 

Bersifat Khusus Kepada Desa Yang Bersumber dari 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah 

Kabupaten Gresik Tahun 2017 Nomor 30), diubah sebagai 

berikut : 

1. Diantara BAB VI dan BAB VII disisipkan 1 (satu) Bab 

yakni BAB VIA, sehingga berbunyi sebagai berikut : 

 

BAB VIA 

KETENTUAN PERALIHAN 

 

2. Diantara Pasal 23 dan Pasal 24 disisipkan 1 (satu) Pasal, 

yakni Pasal 23A sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 23A 

(1) Bupati dapat menetapkan Keputusan Bupati tentang 

kurang bayar atas pemberian Bantuan Keuangan 

Khusus kepada Desa yang telah ditetapkan berdasarkan 

Keputusan Bupati yang telah dikeluarkan pada Tahun 

Anggaran 2023. 

(2) Keputusan Bupati tentang kurang bayar sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada hasil 

perhitungan kurang bayar oleh PPKD. 

(3) Keputusan Bupati tentang kurang bayar sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dijadikan dasar pengalokasian 

anggaran dalam pergeseran APBD Tahun Anggaran 

2024. 

(4) Berdasarkan pengalokasian anggaran sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3), Bupati menetapkan daftar 

penerima bantuan keuangan yang bersifat khusus 

beserta besarannya berdasarkan Peraturan Bupati 

tentang perubahan penjabaran APBD Tahun Anggaran 

2024. 
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(5) Berdasarkan Peraturan Bupati tentang perubahan 

penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024, Pemerintah 

Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang 

perubahan penjabaran APBDesa dan memberitahukan 

kepada BPD. 

(6) Terhadap Desa yang pada Tahun Anggaran 2023 telah 

ditetapkan sebagai penerima bantuan keuangan khusus, 

dan belum pernah dilakukan penyaluran, maka 

kegiatan yang akan dibiayai dengan anggaran berasal 

dari Bantuan Keuangan Khusus dapat diusulkan 

kembali untuk pengalokasian dalam perubahan APBD 

Tahun Anggaran 2024. 
 

Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan 

penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik. 

 

 

Ditetapkan di Gresik 

pada tanggal 29 Februari 2024 

     BUPATI GRESIK,  

  

           TTD. 

  

FANDI AKHMAD YANI  

Diundangkan di Gresik 

pada tanggal 29 Februari 202415  

SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN GRESIK, 

 

TTD. 

 
 

Ir. ACHMAD WASHIL M.R., M.T. 

 Pembina Utama Muda 

NIP.19661027 199803 1 001 
 

BERITA DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2024 NOMOR 10 


